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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat
(1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya, Perpustakaan Nasional sebagai Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan wajib
menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pedoman

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
289);

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan

dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 714);

9 Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN.

Pasal 1
Pedoman  Penyusunan Formasi Jabatan  Fungsional
Pustakawan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan

Nasional ini.

Pasal 2

Pedoman  Penyusunan Formasi Jabatan  Fungsional

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian

Pusat dan Daerah untuk:

a. melakukan analisis kebutuhan, penghitungan,
penyusunan, pengusulan formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan bagi Pegawai Negeri Sipil di instansi Pusat
dan Daerah; dan

b. mendapatkan jumlah dan susunan jenjang Jabatan
Fungsional Pustakawan sesuai dengan beban kerja yang
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara
profesional dan memungkinkan pencapaian jumlah
angka kredit yang ditentukan dalam kenaikan jabatan

dan/atau pangkat Fungsional Pustakawan.
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Pasal 3
Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

SISTEMATIKA

Bab 1 : Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan

C. Ruang Lingkup
D. Pengertian

Bab Il : Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan
A, Ketentuan Umuim
B. Penghitungan dan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan
1. Penghitungan Formasi
a. Analisis Kebutuhan dan Beban Kegja
b. Langkah-langkah Penghitungan dan Penyusunan
Formasi
2. Penyusunan Formasi
C. Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan
1. Pengusulan Formasi pada Instansi Pusat
2. Pengusulan dan Penetapan Formasi pada [nstansi Daerah

BabIll : Penutup

ANAK LAMPIRAN:

Tugas Pokok Pustakawan;

Centoh Perhitungan Fermasi Pustakawan Terampil
Contoh Perhitungan Formasi Pustakawan Mahir
Contoli Perhitnngan Formasi Pustakawan Penyelia
Contol Perhitnngan Formasi Pustakawan Ahli Pertama
Contoh Perhitungan Formasi Pustakawan Ahli Muda
Contoh Perhitungan Formasi Pustakawan Ahli Madya
Contoli Perhitungan Formasi Pustakawan Ahli Utama
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